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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pembentukan anggota panitia pemilihan kecamtan dan panitia 

pemungutan suara dikabupaten lampung tengah  terdapat kendala seperti 

mengenai server link pendaftaran yang sering mengalami gangguan. Serta masih 

banyaknya calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan 

suara yang belum paham cara mendaftarnya. Ketidaktahuan inilah yang 

menyebabkan kurangnya keadilan dan kesetaraan untuk pendaftar panitia 

pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Adanya dugaan kecurangan 

dalam tahapan pembentukan anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia 

pemungutan suara pada saat tes wawancara pertanyaan nya dipilih-pilih tidak 

semua diberi pertanyaan yang sama ada yang diberi pertanyaan mudah dan ada 

juga yang diberi pertanyaan sulit sehingga menimbulkan adanya dugaan 

kecurangan dan ketidakadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. 

Bagaimana implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 

tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc PPK dan PPS di KPU lampung 

tengah? 2. Bagaimana Analisis fiqh siyasah Tandfiziyah terhadap pelaksanaan 

pembentukan badan adhoc PPK dan PPS di KPU lampung tengah? 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini yaitu anggota KPU lampung tengah yang berjumlah 

16 orang dan anggota PPK dan PPS yang terpilih dan tidak terpilih. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, setelah 

data terkumpul maka penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif dan 

menggunakan pendekatan berpikir secara deduktif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan 

pembentukan Panitia pemilihan kecamatan dan Panitia pemungutan suara di 

komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah telah sesuai dengan peraturan 

komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022. Dalam pendekatan  fiqh siyasah 

Tandfiziyah mekanisme pelaksanaan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS 

dapat dikatakan sejalan dengan aqidah dan konsep fiqh siyasah Tandfiziyah. 

Karena memiliki relevansi dengan kemasalahatan orang banyak. 

 

Kata kunci : KPU lampung tengah, pembentukan PPK dan PPS, Fiqh siyasah 
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ABSTRACT 

 

The implementation of the formation of members of the sub-district 

election committee and voting committee in Central Lampung Regency faced 

obstacles such as the registration link server which often experienced problems. 

And there are still many prospective members of sub-district election committees 

and voting committees who don't understand how to register. This ignorance is 

what causes a lack of justice and equality for sub-district election committee 

registrants and voting committees. There were allegations of fraud in the stages of 

forming members of the sub-district election committee and voting committee. 

During the interview test, the questions were selected, not everyone was given the 

same questions, some were given easy questions and some were given difficult 

questions, giving rise to allegations of fraud and injustice. The formulation of the 

problem in this research is 1. How is the implementation of general election 

commission regulation number 8 of 2022 concerning the formation and working 

procedures of the PPK and PPS adhoc bodies at the Central Lampung KPU? 2. 

What is the analysis of Tandfiziyah siyasah fiqh on the implementation of the 

formation of the PPK and PPS adhoc bodies at the Central Lampung KPU? 

This research includes field research. The population in this study were 16 

Central Lampung KPU members and elected and unelected PPK and PPS 

members. The sample taken in this research was 8 people. The techniques used in 

data collection were interview, observation and documentation methods. After the 

data was collected, the author analyzed the data descriptively qualitatively and 

used a deductive thinking approach. 

The results of this research conclude that the implementation mechanism 

for the formation of sub-district election committees and voting committees in the 

Central Lampung Regency General Election Commission is in accordance with 

General Election Commission Regulation number 8 of 2022. In the Tandfiziyah 

fiqh siyasah approach, the implementation mechanism for the formation of PPK 

and PPS adhoc bodies can be said to be in line with aqidah and the concept of 

siyasah Tandfiziyah fiqh. Because it has relevance to many people's problems. 

 

Keywords: Central Lampung KPU, formation of PPK and PPS, Fiqh siyasah 
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MOTTO 

 

 

                              

                      

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. 

(QS. An-nisa Ayat 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat 

dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Adapun 

skripsi ini berjudul ―ANALISIS FIQH SIYASAH TANDFIZIYAH 

TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR  8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN 

ADHOC PPK DAN PPS PENYELENGGARA PEMILU”Sebelum 

memasuki pembahasan terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa 

istilah yang terdapat pada judul untuk menghindari kekeliruan dan 

kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis 

 Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu 

peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis 

biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil 

analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta 

mendorong pengambilan keputusan. 

2. Fiqh Siyasah Tandfiziyah 

Fiqh Siyasah Tandfiziyah adalah politik pelaksanaan undang-undang. 

Artinya sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai 

tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran 

sehingga setiap warha negara memiliki budaya politik yang sama. 

3. Implementasi 

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah 

rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. 

Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah 

diangggap sempurna. 

4. Pembentukan 

Istilah pembentukan adalah proses atau suatu kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik, mendirikan atau 

mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna. 

5. Badan Adhoc 

Badan Adhoc adalah terdiri atas seluruh anggota dan sekretariat dari 

badan Adhoc mulai dari PPK, PPS, KPPS, hingga Pantarlih, baik di dalam 

negeri dan di luar negeri, yang membantu komisi pemilihan umum (KPU) 

dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang. 

6. Panitia Pemilihan Kecamatan 

Panitia pemilihan kecamatan dibentuk untuk menyelenggarakan 
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Pemilu di tingkat kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan dibentuk oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 

penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 

pemungutan suara. 

7. Panitia Pemungutan Suara 

Panitia pemungutan suara dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu 

di kelurahan/desa atau nama lain. Panitia pemungutan suara dibentuk oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 

penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 

hari pemungutan suara. 

Dari penjelasan kata-kata diatas maka maksud yang dimaksud dari 

judul ini adalah untuk meninjau Implementasi peraturan komisi pemilihan 

umum republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan panitia 

pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dilihat dari fiqh siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan 

demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada 

suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil 

presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan 

(eksekutif).
1
 

Demokrasi adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk 

mempromosikan pemerintahan sendiri. Demokrasi berasal dari kata Yunani 

demo yang berarti rakyat, dan kratis yang berarti memerintah. Dalam istilah 

sederhana, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diatur oleh rakyat, 

baik secara langsung atau melalui perwakilan terpilih. Kata pemilihan umum 

yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu 

akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik 

dan pergantian pemimpin saling berkaitan. 

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi 

rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. 

Ia menyatakan Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan 

paling awal dari berbagai rangkaian `kehidupan ketatanegaraan yang 

demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem 

politik demokrasi.
2
 

Dari sudut pandang Hukum Tatanegara, pemilihan umum merupakan 

proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk 

pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. 

                                                     
1Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, 3rd ed. (Bandung: 

Refika Aditama, 2012). 141 
2B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Menuju Konsilidasi Sistem Demokrasi 

(Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2009). 228 
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Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan 

umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat 

dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk 

sebagian besar bergantung kepada orangorang yang duduk di dalamnya.
3
 

Dalam melaksanakan pemilihan umum KPU membuat peraturan komisi 

pemilihan umum no 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc PPK dan 

PPS untuk membantu melaksanakan pemilihan umum di dalam kecamatan dan 

kelurahan/desa. 

Dalam peraturan komisi pemilihan komisi pemilihan umum no 8 tahun 

2022 tentang pembentukan dan tatakerja badan adhoc penyelenggara pemilihan 

umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil 

bupati, walikota dan wakil walikota panitia pemilihan kecamatan dan panitia 

pemungutan suara dalam pasal 7 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan 

pemilu PPK bertugas: 

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan 

yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.  

b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.  

c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil 

penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. 

d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu di wilayah kerjanya;  

e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Dalam peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 dalam pasal 

18 menyatakan dalam penyelenggaraan pemilu PPS bertugas : 

a. mengumumkan daftar Pemilih sementara;  

b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara. 

c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih 

sementara. 

d. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU 

Kabupaten/Kota melalui PPK. 

e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

                                                     
3Sri Soemantri Martosewignjo, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). 16 



4 

 

kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan 

oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK. 

f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah 

kerjanya. 

g.  menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK.  

h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu di wilayah kerjanya. 

i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam Al-Quran manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara 

sesama dan dalam menetapkan keputusan KPU sebagai lembaga yang punya 

kewenangan untuk melakukan pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan 

panitia pemungutan suara wajib berbuat adil. Proses pembentukan panitia 

pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU 

harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan dihadapan hukum 

dan bersih dari praktek titipan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di 

dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 dan An-nisa ayat 58. 

 

QS.An-Nahl ayat 90 sebagai berikut: 

                          

                  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl Ayat 90). 

 

 QS. An-nisa Ayat 58 sebagai berikut: 

                            

                             

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
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manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 

Maha Melihat.” (QS. An-nisa Ayat 58) 

 

Pembahasan mengenai peraturan pembentukan PPK dan PPS untuk 

melakaksanakan pemilihan umum diatur dalam peraturan komisi pemilihan 

umum no 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc panitia pemilihan 

kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan 

komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 menyatakan bahwa PPK dibentuk 

untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat kecamatan. PPK dibentuk oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan 

pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. 

Sedangkan dalam pasal 14 dan pasal 15 disebutkan bahwa PPS dibentuk untuk 

menyelenggarakan pemilu di kelurahan/desa. PPS dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan 

dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Pelaksanaan 

pembentukan PPS pada tanggal 29 november-1 januari 2022 dan pelaksanaan 

pembentukan PPS pada 29 november-15 januari 2022. Peran komisi pemilihan 

umum atas pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan 

suara dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum sangat penting sekali 

sehingga dalam hal ini komisi pemilihan umum harus menjamin terwujudnya 

kejujuran dan keadilan bagi masyarakat yang ingin menjadi PPK dan PPS demi 

terwujudnya kemasalahatan bagi masyarakat sesuai dengan kaidah fiqhiyyah. 

Kaidah fiqhiyyah mengandung arti bahwa apapun kebijakan dari komisi 

pemilihan umum harus memiliki nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini komisi 

pemilihan umum tidak boleh menciptakan kebijakan yang merugikan 

masyarakat. Karena ini kebijakan dari komisi pemilihan umum harus sejalan 

dengan kepentingan umum dan kepentingan golongan tertentu. Masalah 

tentang pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan 

suara ini sangat krusial pelaksanaannya. Jika pelaksanaannya tidak memenuhi 

asas keadilan, karena didalamnya menyangkut hajat seluruh rakyat Indonesia. 

dengan demikian upaya pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia 

pemungutan suara untuk membantu pelaksanaan pemilihan umum perlu 

dilakukan dengan sebaik-baiknya ada pun salah satu contoh pelaksanaan 

pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara untuk 

kepentingan pelaksanaan pemilihan umum yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah di komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah. 

Komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah adalah komisi 

pemilihan umum yang berada di bandarjaya kabupaten lampung tengah untuk 

menyelenggarakan pemilihan umum di kabupaten/kota. Dalam membantu 

penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten/kota komisi pemilihan umum 

kabupaten lampung tengah melaksanakan pembentukan badan adhoc panitia 
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pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, yang dalam 

pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum no 8 

tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc panitia pemilihan kecamatan 

dan panitia pemungutan suara. Namun pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS 

yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah 

mengalami berbagai kesulitan dan dugaan terjadinya kecurangan akibat 

kurangnya sosialisasi dan belum sepenuhnya dapat menjamin kelancaran dan 

keadilan pendafataran  bagi calon PPK dan PPS. 

Demikian  dalam hal pelaksanaan pembentukan anggota PPK dan PPS 

dikabupaten lampung tengah ini pun terdapat kendala seperti mengenai server 

link pendaftaran yang sering mengalami gangguan. Serta masih banyaknya 

calon anggota PPK dan PPS yang belum paham cara mendaftar dan juga belom 

seberapa mengerti tentang persayaratannya, ketidaktahuan inilah yang 

menyebabkan kurangnya keadilan dan kesetaraan bagi para pendaftar anggota 

PPK dan PPS. Dan juga adanya dugaan kecurangan dalam tahapan 

pembentukan anggota PPK dan PPS pada saat tes wawancara pertanyaan nya 

dipilih-pilih tidak semua yang mendaftar anggota PPK dan PPS pada saat test 

wawancara diberi pertanyaan yang sama ada yang diberi pertanyaan mudah 

dan ada juga yang diberi pertanyaan sulit sehingga menimbulkan adanya 

dugaan kecurangan dan ketidakadilan dalam pembentukan anggota PPK dan 

PPS.  

Bagi para pendaftar anggota PPK dan PPS yang ingin menjadi anggota 

PPK dan PPS membawa konsekuensi baik secara ekonomi maupun sosial, 

maka dari itu  banyak sekali yang ingin menjadi anggota PPK dan PPS terlebih  

posisi anggota PPK dan PPS sangat penting untuk membantu penyelenggaran 

pemilihan umum di kabupaten lampung tengah. Oleh karenanya kendala-

kendala tersebut semestinya tidak perlu terjadi apabila tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS dilakukan sesuai dengan mekanisme 

yang telah diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana 

diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022. Disamping 

itu komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah wajib melaksanakan 

pembentukan PPK dan PPS secara adil agar semua yang ingin menjadi PPK 

dan PPS mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota PPK dan 

PPS. 

Merujuk kepada pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan tinjauan 

terhadap permasalahan tersebut yang tertuang dalam judul skripsi “Tinjauan 

Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor  3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilhan Umum Dan Tata Kerja Badan Adhoc PPK dan 

PPS Penyelenggara Pemilihan Umum  (Studi di Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lampung Tengah)”. 
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C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan 

diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan (Field Research) 

yang akan melakukan penelitian ini di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lampung Tengah. Maka peneliti memfokuskan tentang pembentukan badan 

Adhoc PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPU. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Nomor 8  Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan adhoc 

ppk dan pps penyelenggara pemilihan umum di KPU kabupaten lampung 

tengah? 

2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Tandfiziyah terhadap pelaksanaan 

Pembentukan dan tata kerja badan adhoc PPK dan PPS penyelenggara 

pemilihan umum di KPU kabupaten lampung tengah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk dapat Mengetahui Pembentukan dan tata kerja badan adhoc 

penyelenggara pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil 

Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di KPU 

kabupaten lampung tengah. 

2. Untuk Dapat Mengetahui Analisis Fiqh Siyasah Tandfiziyah Terhadap 

Pembentukan dan tata kerja badan adhoc PPK dam PPS penyelenggara 

pemilihan umum dan di KPU kabupaten lampung tengah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan 

pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait 

pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara 

sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan komisi pemilihan umum 

nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan panitia pemilihan kecamatan 

dan panitia pemungutan suara. 

2. Secara Praktis  

a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya. 

b. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih 

gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dalam penelitian ini, ada beberapa literature yang dijadikan acuan 

dasar, antara lain: 

1. Ulvi Maghvirotul Diniah (Skripsi) Dengan Judul Tinjauan Fiqih Siyasah 

Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala 

Daerah (Studi KPU Kota Bandar Lampung). Pada skripsi ini yang menjadi 

fokus untuk diteliti oleh penulis ialah ketidakseimbangnya syarat antara 

calon perseorangan dengan calon dari partai politik tidak hanya pada saat 

pencalonannya, tapi juga saat kampanye, perhitungan suara, dan 

perhitungan sehingga menjadi pemicu rendahnya jumlah calon independen 

yang mendaftar. Keputusan mahkamah konstitusi tentang calon independen 

menimbulkan perdebatan antara calon dari partai politik dengan calon 

perseorangan. Hal ini yang menarik untuk diteliti dalam penulisan 

skripsi.
4
Perbedaannya adalah Ulvi Maghvirotul Diniah membahas mengenai 

implementasi putusan mahkamah konstitusi no 5/PUU-V/2007 tentang 

kebolehan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, studi KPU 

kota bandar lampung, sedangkan penelitian ini membahas mengenai 

pembentukan PPK dan PPS melalui peraturan KPU , studi KPU Kabupaten 

Lampung Tengah. 

2. Gita Talibo (Skripsi). Dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat (Studi di 

kabupaten bolaang mongondow utara. Pada skripsi ini yang menjadi fokus 

untuk diteliti oleh penulis ialah di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 

masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa 

pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena 

masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang tidak lebih dari 60%. 

Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum hanya 

sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok- kelompok yang akan 

dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.
5
Perbedaannya adalah gita 

talibo membahas mengenai peran komisi pemilihan umum daerah atau yang 

disingkat KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (studi 

di kabupaten bolaang mongondow utara), sedangkan peneliti ini membahas 

tentang membahas mengenai pembentukan PPK dan PPS melalui peraturan 

KPU, studi di KPU Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Muh Imam Adil Aqil (Skripsi) dengan judul Peran Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih 

                                                     
4Ulvi Maghvirotul Diniah, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Studi KPU Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung, 2019). 17 
5Gita Talibolo, ―Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan 

Partisipasi Politik Masyarakat,‖ Skripsi,Universitas Sam Ratulangi, 2013, 2. 
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Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan 

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan 

sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 untuk 

pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil 

presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa 

Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah 

berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi 

standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga 

Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Namun jika dilihat 

dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, 

Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi 

politik pemilih. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,7% . 

Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni 

pada Pemilu Legislatif turun hingga 84,07% dan pada Pemilu Presiden yaitu 

77,44%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik 

pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan Pada Pilpres 

2009 tingkat Partisipasi Politik pemilih mencapai 71,7%. Sedangkan 

Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU 

sebesar 69,58%. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%.
6
 

Perbedaannya adalah skripsi karya Muh Imam Adil Aqil membahas 

mengenai peran KPU Kabupaten Gowa dalam pemilihan Presiden 2014, 

sedangkan peneliti ini membahas tentang pembentukan PPK dan PPS 

melalui peraturan KPU,Studi di KPU Kabupaten Lampung Tengah. 

4. Desliyona (Skripsi) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Lampung Timur dalam menanggulangi lemahnya partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 adalah 

melalakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta ada yang sosialisasi 

secara langsung atau tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan 

dengan mengajak masyarakat dalam mensukseskan pemilukada tahun 2020 

mulai dari masyarakat marjinal dan nelayan dengan orang orang yang tidak 

begitu antusias atau peduli pada informasi lewat media. Dan ada juga 

sosialisasi secara tidak langsung yaitu dari media sosial, pemasangan baliho, 

website, media massa informasi, banner, spanduk. Untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat tidak terlepas dari pendidikan pemilih dan sosialisasi, 

semakin faham pendidikan pemilih dalam aturan aturan main terhadap 

pelaksanaan tahapan, hak hak politiknya, semakin tinggi tingkat 

kesadarannya dan semakin memacu untuk lebih terlibat aktif.
7
Partisipasi 

                                                     
6Muh Iman Adli Aqil, Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 (Makasar: UIN 

Alaudin Makasar, 2014). 14 
7Des;iyona, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran KPU Dalam Menanggulangi 
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tidak hanya datang pada saat memilih tetapi terlibat juga dalam badan 

addhoc, misalnya penyelenggara pemilu, PPK, atau di TPS. Perbedaannya 

adalah skripsi karya Desliyona membahas mengenai tinjauan fiqih siyasah 

terhadap peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, dalam penelitian ini 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 

mengalami penurunan, sedangkan peneliti ini membahas tentang 

pembentukan PPK dan PPS melalui peraturan KPU,Studi di KPU 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang di timbulkan oleh fakta tersebut.
8
 

Kemudian dijelaskan oleh soerjono soekamto bahwa metodeologi 

penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada didalam suatu 

penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan. 

1.Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan dilapangan atau pada responden
9
 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. 

Metode deskritif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek yang 

bertujuan membuat deskritif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan 

objektif,mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara 

unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
10

 Berdasarkan sifatnya 

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan 

data-data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di peraturan komisi 

pemilihan umum kabupaten lampung tengah. 

2.Sumber Data 

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh.
11

Berikut ini 

sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder: 

                                                                                                                                               
Lemahnya Partisipasi Masyarakar Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 

(Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lamapung, 2021). 17 
8Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 

1986). 2 
9Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lamapung, 2016). 26 
10Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005). 58 
11Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Pt. Citra Aditya 

Bakti (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004). 115 
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a. Data primer 

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukannya.
12

Sumber data primer yaitu data yang dipeeroleh 

langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data 

primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini 

dilakukan di komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah 

dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang terkait dengan 

penelitian.
13

Dalam data-data sekunder penulis menggunakan buku-buku, 

surat, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian 

ini yang penulis dapatkan dari perpusatakaan atau buku. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling 

penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan 

data.
14

 Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang 

memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak 

boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan 

ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data
15

:  

a. Observasi  

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk 

menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di komisi 

pemilihan umum kabupaten lampung tengah. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan masalah, 

tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan 

wawancara terhadap beberapa pejabat di komisi pemilihan umum. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel 

tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan 

dengan masalah variabel yang berupa catetan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainnya yang ada hubungannya 

dengan penelitian.
16

 

                                                     
12M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002). 18 
13Suryo Sibroto, Manajemen Pendidikan Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). 9 
14Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cet.4 (bandung: Alfabeta, 2009). 402 
15Wiratna Sujarweni V, Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014). 31 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (jakarta: PT. Rineka 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karasteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 

akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 

media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran 

penelitian.
17

Dalam penelitian ini populasinya adalah 16 orang anggota 

komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah dan anggota PPK 

dan PPS yang terpilih. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek 

penelitian. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 

penentuan sampel dam teknik ini dengan pertimbangan khusus 

sehingga layak dijadikan sampel. Purposive sampling adalah peneliti 

menetukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 

tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini diambil sampel 1 kasubbag 

hukum,1 staff kasubbag hukum dan sumber daya manusia KPU 

lampung tengah dan juga 2 orang anggota PPK dan PPS kpu lampung 

tengah.Jumlah total sampel penelitian ini adalah 6 orang. 

4. Teknik Pengelolaan data  

Pengelolaan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah 

yang telah dikumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok, diadakan 

kategorisasi dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga 

data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat 

untuk menguji hipotesa penelitian.
18

 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil 

dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, 

melakukan pengeditan seluruh data yang benar-benar dapat dijadikan 

acuan dalam penarikan kesimpulan. 

b. Klasifikasi data 

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif uraian yang 

dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan 

rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman 

                                                                                                                                               
Cipta, 2014). 247 

17Juliansyah Noor, Motodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010).147 
18Sutrisno Hadi, Metodologi Reaserch, n.d. 46 
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peneliti. . 

c. Verifikasi data 

Yaitu melakukan pembentukan kebenaran teori, fakta dan 

sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis 

agar bisa diuji secara hipotesis. 

d. Concluding/Pembentukan Kesimpulan 

Pembentukan kesimpulan yang sangat berguna dalam merangkum 

hasil akhir suatu penelitian, selain sebagai landasan rumusan 

pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai 

bahan acuan penelitian selanjutnya. Kesimpulan adalah intisari dari 

hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen 

dengan hipotesis, termasuk juga dengan alasan-alasan yang 

menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Jika perlu 

kesimpulannya dapat diakhiri dengan memberikan saran-saran untuk 

pengujian selanjutnya. 

5. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian 

induktif. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa 

yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit 

tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman 

empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk 

pernyataan atau kesimpulan yang besifat umum. Maksud dari metode ini 

yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa 

fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi dengan kata lain analisis 

data ialah penelaahan dan penguraian atas data sehingga menghasilkan 

sebuah kesimpulan. Kemudian peneliti mengelompokkan dan 

mengkategorikan hasil dari data yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

secara kritis guna memperoleh data yang konkrit dan memadai dalam 

mendukung pembahasan penelitian ini, sehingga tidak semua dari 

penafsiran pembahasan ini dimasukkan, hanya penafsiran yang sesuai saja 

yang akan diambil dan dimasukkan ke dalam pembahasan ini. 

 

I.Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan adalah penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang 

akan ditulis didalam skripsi, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, 

dan akhir. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.Bab I Pendahuluan: 

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan. 

2.Bab II Landasan Teori: 

Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian pengertian fiqh siyasah, ruang 

lingkup fiqh siyasah,mekanisme pemilihan dalam fiqih siyasah, pengertian 

komisi pemilihan umum. 

3.Bab III Metode Penelitian: 

Bab ini berisikan mengenai sejarah KPU kabupaten lampung tengah, visi misi 

komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah, Pembentukan PPK dan PPS 

untuk melaksanakan pemilihan umum. 

4.Bab 1V Analisis penelitian: 

Bab ini berisikan mengenai Peraturan KPU NO 8 Tahun 2022 tentang 

pembentukan badan adhoc PPK dan PPS dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Peraturan KPU NO 8 Tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc PPK dan 

PPS. 

5.Bab V Penutup: 

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran, atau rekomendasi, kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya 

dengan masalah peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

15 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah Tandfiziyah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah Tandfiziyah 

 Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur‘an, sunnah dan nabi 

serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah 

islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah ini 

merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh 

nabi muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah syariyyah adalah 

salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena 

menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

negara.
19

  

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-

undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan 

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan 

hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah 

menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka 

bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini 

berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian 

integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat 

manusia. 

 Kata siyasah berasal dari fi‟il madi sasa yang mempunyai arti 

mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus 

kebijakan. Sedangkan dusturi mempunyai arti konstitusi. Menurut 

Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, siyasah tanfidziyah adalah 

tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara 

memiliki kekuasaan eksekutif (al sultha al-tanfidziyah). Negara 

memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri 

maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan 

internasional). Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan 

hamba-Nya.
20

  

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu 

                                                     
19 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 41 
20 3Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, ―Kewarisan Anak yang Beda Agama 

Dalam Perspektif Maqasid Syari‘ah,‖ Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 

Desember 2020, 165, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index.  



16 

 

negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan 

legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran 

Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan 

nash dan kemaslahatan. Hakikat dari maslahat adalah sesuatu yang 

baik menurut akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan 

kebaikan. Dalam Islam disebut dengan maslahah, kata maslahah 

kadang-kadang disebut juga dengan arti mencari yang baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa 

kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di 

aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi 

syarat-syaratnya.  

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam 

diartikan sebagai kekuasan yang melaksanakan sebuah undang-undang 

atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat 

undang-undang tersebut. Siyasah tanfidziyyah dapat disebut sebagai 

badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan 

melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan 

yang telah dirumuskan. 

 Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan 

sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi 

yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat 

beberapa bentuk kekuasaan yaitu:  

a. Imamah  

imamah biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya 

menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. 

Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan 

istilah khilafah lebih popular penggunaannya dalam masyarakat Sunni. 

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, 

rakyat atau bangsa.Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. 

Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukan arti kesucian hidup, 

dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh 

maupun tidak.
21

  

b. Khilafah/Khalifah 

Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang 

meneruskan sistem pemerintahan Rasullah Saw sedangkan Khalifah 

adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a‘zham. Imam 

a‘zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan 

khalifat al-muslim.
22

 

                                                     
21 8Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Indonesia: 

Pranadamedia Grup, 2014), 149.  
22 Abdul Syukur Al-Aziz, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di 

Barat dan di Timur (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117. 
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 c. Imarah/Amir 

imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. Imarah berasal dari 

kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurrasydin 

digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan 

dalam kamus inggris diartikan sebagai ―orang yang memerintah, 

komandan, kepala dan raja‖. Berdasarkan makna-makna tersebut kata mir 

didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara 

umum penggunaan kata mair yang berarti pemimpin komunitas muslim 

muncul dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa‘idah. Gelar Mirul 

Mukminin disematkan pertama kali kepada khalifah umar bin al-khattab. 

Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat 

(khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti 

dinastiulun.
23

 

d. Wizarah/Wazir 

Wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. 

Wizarah dikatan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan 

yang berat. Kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijakan pemerintahan dan 

pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern wazir memiliki 

pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam 

pemerintahan 

 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tandfiziyah 

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan. 

2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. 

3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. 

4) Persoalan bai‟at. 

5) Persoalan waliyul ahdi. 

6) Persoalan perwakilan. 

7) Persoalan ahlul halli wal aqdi. 

8) Persoalan wizarah dan perbandingannya. 

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari 

dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur‗an 

maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam 

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat. unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, 

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, 

termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud 

                                                     
23 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Indonesia: 

Pranadamedia Grup, 2014), 166. 
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sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah 

melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap 

masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. 

Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan 

memahami prinsip-prinsip syari‟ah dan kehendak syar‟i (Allah). Bila 

tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas 

dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam 

tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah 

dilaksanakan oleh lembaga ahlul ahli wal aqdi Kemudian dalam bahasa 

modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis 

syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk 

melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al 

tanfiziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan 

negara lain (hubungan internasional). 

3. Dasar Hukum Penetapan Fiqh Siyasah Tandfiziyah 

a. Al-Qur’an  

Al-Qur’an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama 

dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum. 

Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya Al-Qur’an 

merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan 

hukum-hukum lainnya, karena kondisi Al-Qur’an yang tidak pernah 

mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.
24

  

b. Al-Hadis  

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal 

oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah 

laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh 

beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan 

disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir 

dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang 

berkesinambungan.  

c. Ijma 

Secara etimologi ijma‟ mengandung dua arti yaitu ketetapan hati 

untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-

Amidi ijma‟ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu 

hukum tertentu dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Al Hadist. 

 

                                                     
24 Khalid Ibrahim, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah 

Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51. 
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d. Qiyas  

Qiyas secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan 

perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki 

kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan 

perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Qiyas ini melihat dimana 

illat-nya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya 

dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal. Misalnya sifat 

memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya 

lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras 

khamar yang diharamkan dalam Al-Qur‘an.  

 

B. Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum 

1. Pengertian Panitia Pemilihan Kecamatan 

Menurut peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 tentang 

pembentukan dan tatakerja badan adhoc pemilihan umum, dan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil 

walikota. 

 Pasal 3  

(1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di 

tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.  

(2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau yang disebut 

dengan nama lain.  

Pasal 4  

(1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) 

bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan 

paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau 

Pemilihan.  

(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, 

Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau 

Pemilihan lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang, dan PPK 

dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau 

penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan 

Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.  

(3) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, 

masa kerja PPK diperpanjang, dan PPK dibubarkan paling lambat 2 

(dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. 

 Pasal 6  

(1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua 

merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. 
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Pasal 7  

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:  

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota.  

b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU 

Kabupaten/Kota.  

c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan 

berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri 

oleh saksi Peserta Pemilu.  

d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.  

e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.  

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 8 

 (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan 

kewajiban PPK:  

a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam 

melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, 

dan daftar Pemilih tetap. 

b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam 

menyelenggarakan Pemilihan.  

c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di 

tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah 

ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.  

d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU 

Kabupaten/Kota.  

e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di 

wilayah kerjanya. 

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana 

dimaksud dalam huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi 

peserta Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan.  
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g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam 

huruf f.  

h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud 

dalam huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;  

i. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi 

peserta Pemilihan, Panwaslu Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota. 

j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. 

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya. 

l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon 

perseorangan. 

m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau 

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada 

masyarakat. 

n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang 

diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang 

diberikan oleh ketentuan peraturan perundang undangan. 

2. Pengertian Panitia Pemungutan Suara 

Menurut peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 

tentang pembentukan dan tatakerja badan adhoc panitia pemilihan 

kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam penyelengggaraan pemilu 

dan pemilihan disebutkan dalam :  

Pasal 14 

(1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di 

tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.  

(2) PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama 

lain.  

Pasal 15  

(1) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.  

(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu 

susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, 

masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau 

Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.  

(3) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan 
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Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang, dan 

PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran 

kedua. 

Pasal 18  

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas:  

a. mengumumkan daftar Pemilih sementara. 

b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara. 

c.melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar 

sementara. 

d. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU 

Kabupaten/Kota melalui PPK. 

e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan 

oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK. 

f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah 

kerjanya. 

g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK 

h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.  

i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-`

 undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

PPS mempunyai wewenang:  

a. membentuk KPPS.  

b. mengangkat Pantarlih. 

c. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi 

daftar Pemilih tetap. 

d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan.  

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPS 

mempunyai kewajiban:  

a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam 

melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar 
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Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap.  

b. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK.  

c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan 

suara dan setelah kotak suara disegel. 

d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang 

sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. 

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Panwaslu Kelurahan/Desa. 

f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal 

penghitungan suara; g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh 

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 19  

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS:  

a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan 

pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil 

perbaikan, dan daftar Pemilih tetap. 

b. membentuk KPPS. 

c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. 

d. mengusulkan calon Pantarlih kepada KPU Kabupaten/Kota. 

e. mengumumkan daftar Pemilih. 

f. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara. 

g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih 

sementara.  

h. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara sebagaimana 

dimaksud dalam huruf g untuk menjadi daftar Pemilih tetap. 

i. mengumumkan daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf 

h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.  

j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK. 

k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat 

kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan 

oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK. l. mengumpulkan hasil penghitungan 

suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.  

m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan 

suara dan setelah kotak suara disegel. 

n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang 

sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki 

kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. 

o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh PPL. 
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p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya. 

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat  

r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal 

penghitungan suara. 

s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh 

KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan.  

Pasal 20  

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPS melakukan:  

a. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan 

lainnya di TPS. 

b. menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan 

suara dari PPS kepada PPK. 

c. mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS. 

d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) Hari 

setelah pemungutan suara. 

3. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS 

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK dan PPS Kelengkapan 

dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri dari:  

a.Surat Pendaftaran;  

b.Daftar Riwayat Hidup;  

c. Fotokopi KTP Elektronik;  

d. Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;  

e. Pas Foto;  

f. Surat Pernyataan;  

g. Surat Keterangan.  

Calon anggota PPK dan PPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai 

calon anggota PPK dan PPS yang dilampiri dengan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh anggota PPK dan PPS sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 

2. Keterangan Kelengkapan Dokumen  

a. Calon anggota PPK, PPS, dan KPPS melengkapi seluruh kelengkapan 

dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan 

Surat Pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut:  

1) Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, atau KPPS 
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menggunakan format Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota 

PPK/PPS/KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;  

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejumlah 1 (satu) lembar 

sekaligus untuk membuktikan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 

huruf a, huruf b, dan huruf f; 

3) Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h;  

4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, huruf e 

angka 1, huruf g angka 2, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat 

Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;  

5) Surat Keterangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 

huruf e angka 2 mengacu pada ketentuan masing-masing Partai Politik;  

6) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 huruf g angka 1 dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, 

atau klinik;  

7) Daftar Riwayat Hidup menggunakan formulir sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat 

kali enam) sentimeter.  

b. Kelengkapan dokumen persyaratan PPK dan PPS dalam bentuk fisik 

dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau difoto, 

kemudian diunggah ke SIAKBA yang dilakukan secara mandiri oleh calon 

anggota PPK dan PPS atau dapat dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota.  

3. Pertimbangan Persyaratan  

a. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota 

mempertimbangkan:  

(1) komposisi yang berasal dari:  

(a) tokoh masyarakat;  

(b) masyarakat umum; dan/atau  

(c) pelajar atau mahasiswa.  

(2) keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan;   

(3) keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.  

b. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU 

Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/dinas kesehatan 

setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah 

sakit setempat, untuk pembuatan Surat Keterangan Kesehatan dari rumah sakit 

atau puskesmas atau klinik.  

c. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPK dan PPS sepanjang memenuhi 

persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dan PPS. 

4. Mekanisme Pembentukan PPK dan PPS 

1. Pembentukan PPK dan PPS  

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 
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2022, pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan 

memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota 

PPK dan PPS.  

b. Dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan 

tahapan kegiatan seleksi meliputi:  

1) pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;  

2) penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;  

3) penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;  

4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;  

5) seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;   

6) pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;  

7) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan 

PPS;  

8) wawancara calon anggota PPK dan PPS;  

9) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS;  

10) penetapan anggota PPK dan PPS.  

c. Uraian kegiatan dalam pengangkatan anggota PPK dan PPS sebagai berikut:  

1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan 

pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, KPU 

Kabupaten/Kota:  

a) mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari dengan 

menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum 

pada Lampiran II;  

b) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah 

diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media 

informasi.  

2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan 

penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, KPU 

Kabupaten/Kota:  

a) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS sejak 

pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya 

masa pendaftaran;  

b) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada 

peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK 

dan PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan 

waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;  

c) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK 

dan PPS; dan  

d) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon 

anggota PPK dan PPS.  

3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan 

penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS, KPU 
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Kabupaten/Kota:   

a) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS 

dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota 

PPK dan PPS sejak penerimaan pendaftaran sampai dengan paling 

lambat 2 (dua) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;  

b) melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan calon 

anggota PPK dan PPS; dan  

c) menetapkan hasil penelitian administrasi dengan mengurutkan 

sesuai abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian 

administrasi berakhir melalui berita acara.  

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK dan 

PPS Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon 

anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:  

a) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita 

acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) 

Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi;   

b) mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik 

yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana 

media informasi
25

.  

5) Tanggapan dan Masukan Masyarakat  

Terhadap Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan tanggapan dan 

masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS, KPU 

Kabupaten/Kota:  

a) mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat 

terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam 

tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah 

diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media 

informasi;  

b) menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak 

pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 

berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis.  

6) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan seleksi 

tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:  

a) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS yang 

dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pengumuman 

hasil penelitian administrasi berakhir;  

b) melakukan seleksi tertulis pada wilayah kabupaten/kota 

setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan 

menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam 

pelaksanaannya
26

;  
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c) melakukan seleksi tertulis dengan materi yang disiapkan oleh 

KPU yang mencakup:  

(1) pengetahuan kebangsaan;  

(2) kompetensi dasar;  

(3) pengetahuan kepemiluan;  

d) menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan 

anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis dengan 

mengurutkan sesuai abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah 

pelaksanaan pemeriksaaan hasil seleksi tertulis;  

e) apabila terdapat kesamaan nilai seleksi tertulis pada 

urutan terakhir dari jumlah kebutuhan anggota PPK dan 

PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d,seluruh calon 

anggota PPK dan PPS yang memiliki nilai sama tersebut 

dinyatakan lulus seleksi tertulis.  

7) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan PPS Pada 

tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, 

KPU Kabupaten/Kota:  

a) mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan berita acara 

penetapan hasil seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah 

tahapan seleksi tertulis berakhir;  

b) mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tempat publik yang 

mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media 

informasi.  

8) Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan wawancara 

calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:  

a) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:  

(1) pengetahuan kepemiluan;  

(2) komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan 

profesionalitas;  

(3) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;  

(4) klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.  

b) melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS yang 

dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tahapan 

pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir;  

c) dapat menugaskan wawancara calon anggota PPS kepada 

anggota PPK;  

d) melakukan wawancara pada wilayah daerah kabupaten/kota 

setempat dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi 

dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam 

pelaksanaannya;  

e) melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian 

wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;  
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f) menetapkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan 

hasil wawancara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan 

wawancara.
27

 

9) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan 

pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS, KPU 

Kabupaten/Kota:  

a) menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon 

anggota PPS pada peringkat teratas sebagai Anggota PPK dan PPS 

melalui berita acara dengan menggunakan format berita acara 

sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II;  

b) menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon 

anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti 

anggota PPK dan PPS;  

c) mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan 

hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan wawancara 

berakhir dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana 

yang tercantum pada Lampiran II;  

d) mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah 

diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media 

informasi.  

10) Penetapan Anggota PPK dan PPS Pada tahapan penetapan anggota 

PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:  

a) menetapkan pengangkatan anggota PPK dan PPS serta calon 

pengganti anggota PPK dan PPS berdasarkan berita acara hasil 

seleksi calon anggota PPK dan PPS paling lambat 1 (satu) Hari 

setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan 

menggunakan format keputusan KPU Kabupaten/Kota 

sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II;  

b) melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada 

calon anggota PPK dan PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh 

tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja PPK dan 

PPS;  

c) melakukan pelantikan secara luring calon anggota PPK dan PPS, 

apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat 

dilakukan pelantikan secara daring;  

e) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS 

kepada KPU melalui KPU Provinsi.
28

 

 

 

                                                     
 
28Siti Mahmudah, ―Politik Penerapan Syari ‘ At Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia ( 

Pemikiran Mahfud Md ),‖ Al-Adalah X No 4 (2012): 403–14. 
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5. PENGGUNAAN SIAKBA DALAM PEMBENTUKAN BADAN 

ADHOC PPK DAN PPS 

1. Penggunaan SIAKBA dalam Pembentukan Badan Adhoc Dalam 

pembentukan Badan Adhoc dengan SIAKBA digunakan untuk 

mendukung proses:  

a. Informasi Jadwal Tahapan Pembentukan PPK dan PPS;  

b. Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS;  

c. Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota PPK dan PPS;  

d. Pengumuman Hasil Seleksi Tahapan Pembentukan PPK dan PPS;  

e. Monitoring Tahapan Pembentukan PPK dan PPS;  

f. Pengunggahan Data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih; dan  

g. Rekapitulasi Data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.  

2. Teknis Pelaksanaan Penggunaan SIAKBA  

a. Tahapan Penerimaan Pendaftaran  

1) KPU menetapkan jadwal tahapan pembentukan Badan Adhoc.  

2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal 

tahapan pembentukan Badan Adhoc.  

3) Calon anggota PPK dan PPS mendaftar melalui sistem informasi 

dengan membuat akun SIAKBA.  

4) Calon anggota PPK dan PPS diminta untuk melakukan aktivasi 

SIAKBA.  

5) Calon anggota PPK dan PPS melakukan pengisian data diri 

sesuai dengan kebutuhan SIAKBA.  

6) Calon anggota PPK dan PPS melengkapi dokumen persyaratan 

sesuai dengan tingkatannya.  

7) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan 

dokumen persyaratan yang diunggah.  

8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengecekan 

kelengkapan dokumen persyaratan.  

9) Calon anggota PPK dan PPS dapat melengkapi dokumen 

persyaratan selama masa pendaftaran.  

10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penerimaan pendaftaran 

dan mengirimkan tanda bukti pendaftar melalui sistem informasi 

dan/atau surat elektronik.  

11) KPU menutup masa pendaftaran sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan.  

12) Dalam hal terdapat perpanjangan pendaftaran, maka KPU 

Kabupaten/Kota membuka pendaftaran dalam sistem informasi.
29

 

b. Tahapan Penelitian Administrasi  

1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi.  

                                                     
29Alamsyah, ―Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam,‖ Jurnal AL-

’Adalah 12, no. 3 (1992): 479–92. 
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2) KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan menyetujui 

hasil penelitian administrasi.  

3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian 

administrasi.  

4) Calon anggota PPK dan PPS mengecek hasil penelitian 

administrasi.  

c. Tahapan Seleksi Tertulis  

1) Calon anggota PPK dan PPS yang lolos tahapan penelitian 

administrasi menyampaikan dokumen fisik kepada KPU 

Kabupaten/Kota paling lambat sebelum dilaksanakannya seleksi 

tertulis.  

2) Calon anggota PPK dan PPS mengikuti seleksi tertulis yang 

diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.  

3) KPU Kabupaten/Kota memasukan nilai hasil seleksi tertulis.  

4) KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan menyetujui 

hasil seleksi tertulis.  

5) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis.  

6) Calon anggota PPK dan PPS mengecek hasil seleksi tertulis.  

d. Tahapan Wawancara  

1) Calon anggota PPK dan PPS yang lolos tahapan seleksi tertulis 

mengikuti wawancara.  

2) KPU Kabupaten/Kota memasukan nilai hasil wawancara.  

3) KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan menyetujui 

hasil wawancara.  

4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil wawancara.  

5) Calon anggota PPK dan PPS mengecek hasil wawancara.  

e. Tahapan Penetapan Anggota PPK dan PPS  

1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon anggota PPK 

dan PPS yang terpilih dan Calon pengganti anggota PPK dan PPS 

berdasarkan rekomendasi dalam sistem informasi.  

2) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi calon 

anggota PPK dan PPS dan calon pengganti anggota PPK dan PPS.  

3) Calon anggota PPK dan PPS mengecek hasil seleksi PPK dan 

PPS.  

4) Calon anggota PPK dan PPS yang terpilih ditetapkan dan 

dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota.  

3. Ketentuan SIAKBA dalam Pembentukan Badan Adhoc  

a. Dalam hal calon anggota PPK dan PPS tidak dapat melakukan:  

1) pendaftaran dan aktivasi SIAKBA;  

2) pengunggahan dokumen persyaratan;  

3) pengaksesan SIAKBA;  

b. Dalam hal terjadi pemberhentian dan penggantian Badan Adhoc, KPU 
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Kabupaten/Kota melakukan peremajaan data SIAKBA dan melaporkan 

perubahan data kepada KPU melalui KPU Provinsi.  

c. KPU Provinsi bertanggungjawab dalam pelaksanaan proses 

pembentukan Badan Adhoc dan Pengoperasian SIAKBA pada KPU 

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerjanya.  

d. KPU Kabupaten/Kota melaporkan penggunaan SIAKBA setelah 

pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS berakhir kepada KPU melalui 

KPU Provinsi.
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30Irwantoni Irwantoni, ―Peranan Siyâsah Syar‘iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama,‖ 

Al-’Adalah 10, no. 1 (2012): 267–78, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Izin Riset 
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Pedoman wawancara 

1. Apa tugas dan fungsi kasubag hukum dalam pelaksnaan pembentukan 

anggota PPK dan PPS? 

2. Dalam pembentukan PPK dan PPS dipertimbangkan komposisi yang 

terpilih harus berasal dari tokoh masyarakarat, masyarakat umum, pelajar 

atau mahasiswa, keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan 

danketerampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika, apakah 

pertimbangan ini sudah dilakukan oleh kpu lampung tengah? 

3. Disebutkan penyandang disabilitas dapat menjadi PPK dan PPS sepanjang 

memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dan 

PPS. Apakah di kpu lampung tengah ini ada penyandang disabilitas yang 

mendaftar menjadi ppk dan pps? 

4. Disebutkan bahwa kpu mengumumkan pendaftaran PPK dan PPS pada 

tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan 

sarana media informasi, dimana saja kpu lampung tengah mengumumkan  

pendaftaran PPK dan PPS? 

5. dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta 

yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang 

dibutuhkan, KPU membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran 

selama 3 (tiga) Hari, Apakah KPU lampung tengah kekurangan orang 

yang mendaftar sebagai calon anggota PPK dan PPS dan berapa jumlah 

calon anggota PPK dan PPS yang mendaftar di KPU lampung tengah ini? 

6. Disebutkan KPU menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak 

pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan berakhirnya 

pengumuman hasil seleksi tertulis. Apa isi tanggapan masyarakat terhadap 

calon anggota PPK dan PPS di KPU lampung tengah ini? 

7. KPU melakukan wawancara pada wilayah daerah kabupaten/kota setempat 

dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin 

asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya, Apakah kpu 

lampung tengah pada saat test wawancara menanyakan pertanyaan yang 

sama terhadap calon anggota PPK dan PPS? 

8. KPU melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara, 

Apa saja  aspek penilaian pada saat test wawancara seleksi anggota PPK 

dan PPS? 

9. Dalam penggunaan siakba untuk pendaftaran anggota PPK dan PPS masih 

banyak kekurangan seperti server eror dan akun yang tidak bisa diaktivasi, 

bagaimana kpu lampung tengah menanggapi hal tersebut? 

10. Apakah di kpu lampung tengah ini pada pelaksanaan seleksi pembentukan 

PPK dan PPS ditemukan adanya kecurangan atau tidak? 
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Lampiran 2. Dokumentasi  
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